ABSTRAK

WAHYU EMBARSARI SYAMSUDDIN. Analisi Hukum Pertimbangan
Hakim dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah di
Kabupaten Kepulauan Sula (Studi Kasus Putusan Nomor 91/pid.sus/2018/Pn
Lbh). (dibimbing oleh Ibu Fahria dan Pak Faisal).

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui kedudukan hukum terhadap
tindak pidana pemilihan kepala daerah pada putusan pengadilan Nomor
91/Pid.Sus/2018/PN Lbh. (2) Untuk mengetahui peran lembaga Gakkumdu dalam
kedudukan hukum putusan pengadilan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Lbh.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum
normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori,
sejarah, filosofi, perbandingan, stuktur dan komposisi, lingkup dan materi,
penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu
undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya.
Penelitian hukum normatif ini adalah dengan cara mengkaji hukum tertulis yang
bersifat mengikat dari segala aspek yang kaitannya dengan pokok bahasan yang
diteliti.

Hasil dari penelitian ini, dapat diperoleh kesimpulan bahwa terdapat fakta
lain yang menunjukan terdakwa atas nama Suleman Umakamea bukanlah pelaku
tunggal melainkan atas dasar kelalaian dari para petugas yang ada di TPS 002
juga telah melakukan kesalahan dan karena perbuatan mereka harusnya diberi
sanksi yang tegas agar para petugas yang bertugas harus profesional. Selain itu
Tidak ada peran dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) dalam
penyelesaian kasus Tindak Pidana Pemilu yang terjadi di TPS 002 Desa Malbufa
Kecapamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Hakim di Pengadilan
Negeri Labuha juga tidak memanggil dan memintai keterangan dari lembaga
tersebut (Gakkumdu) padahal secara jelas terdapat Peraturan Bersama yang dibuat
oleh Bawaslu, Polri, dan Jaksa untuk membentuk Sentra Gakkumdu agar dapat
menyelesaikan tindak pidana pemilu di tingkat pertama sebelum masuk ke ranah
pengadilan.
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ABSTRACT

WAHYU EMBARSARI SYAMSUDDIN. Legal Analysis of Judges'
Considerations in the Settlement of Criminal Cases for the Election of Regional
Heads in the Sula Islands Regency (Case Study Decision Number
91/pid.sus/2018/Pn Lbh). (supervised by Fahria and Faisal).

This study aims to (1) determine the legal position of the crime of regional
head elections in court decisions Number 91/Pid.Sus/2018/PN Lbh. (2) To find
out the role of the Gakkumdu institution in the legal standing of court decisions
Number 91/Pid.Sus/2018/PN Lbh.

This type of research is normative legal research. Normative legal research,
namely legal research that examines written law from aspects of theory, history,
philosophy, comparison, structure and composition, scope and material, general
explanations from article by article, formality and binding power of a law but
does not bind its applied or implementation aspects . This normative legal
research is by reviewing written law that is binding from all aspects related to the
subject under study.

The results of this study, it can be concluded that there are other facts that
show that the defendant on behalf of Suleman Umakamea is not the sole
perpetrator but on the basis of the negligence of the officers at TPS 002 have also
made mistakes and because of their actions should be given strict sanctions so
that the officers on duty must be professional. In addition, there is no role from
the Integrated Law Enforcement Center (GAKKUMDU) in resolving the election
crime case that occurred at TPS 002 Malbufa Village, North Sanana District,
Sula Islands Regency, Judges at the Labuha District Court also did not summon
and ask for information from the institution (Gakkumdu ) even though there is
clearly a Joint Regulation made by Bawaslu, the National Police, and the
Prosecutor to establish a Gakkumdu Center in order to resolve election crimes at
the first level before entering the realm of the court.
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